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DPRD Minta Pemprov DKI Segera Benahi Sistem

Keuangan

¢ BPK Masih Ditemukan Beberapa Masalah

JAKARTA (Poskota)
- Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) DKI Ja-
karta, Prasetyo Edi
Marsudi menyatakan,
Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI mem-
benahi sistem keuan-
gan dan serapan ang-
garan. Langkah itu
harus segera diambil
meski DKI mendapat-
kan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian

(WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) RI.

"BPK Provinsi DKI
Jakarta telah memberi-

kan WTP walaupun ma-
sih ditemukan bebera-
pa temuan yang harus
dicermati bersama," kata
Prasetyo saat rapat par-
ipurna di Gedung DPRD
DKI, Kamis (22/6).
Menurut pria yang bi-
asa disapa Pras, BPKRI
memberikan beberapa
catatan kepada DKl sep-
erti dana KJP yang tidak
tersalurkan hingga aset
yang tidak bisa diambil
atau diakuisisi dari pi-
hak swasta. "Untuk itu
catatan tersebut bisa
ditindaklanjuti jajaran
Pemprov DKI demi me-
ningkatkan pelayanan

masyarakat,” ujar poli-
tisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya BPK RI
mengungkap temuan
sebesar Rp197,55 mili-
ar anggaran tahun 2022
di DKI Jakarta yang ti-
dak tersalurkan ke-
pada pemegang KJP
Plus dan Kartu Jakar-
ta Mahasiswa Unggu-
lan (KUMU).

"Bantuan Sosial KJP
Plus dan KIMU senilai
Rp197,55 miliar be-
lum disalurkan kepada
penerimanya dan Ban-
tuan Sosial Pemenuhan
Kebutuhan Dasar seni-
lai Rp15,18 miliar tidak

sesuai ketentuan," kata
Anggota V BPK Rl Ah-
madi Noor Supit.

Selain itu, Pem-
prov DKI Jakarta juga
kedapatan melakukan
pembayaran atas belan-
ja senilai Rp11,34 miliar
lantaran ada kelebihan
penghitungan gaji dan
tambahan penghasilan
senilai Rp6,38 miliar.

"Kekurangan vol-
ume pengadaan ba-
rang atau jasa sebe-
sar Rp4,06 miliar, kele-
bihan pembayaran be-
lanja hibah dan bansos
senilai Rp878 juta," ka-
tanya.

Sedangkan denda
keterlambatan senilai
Rp34,53 miliar. "Atas
permasalahan terse-
but telah dikembalikan
ke Kas Daerah sebesar
Rp14,66 miliar," kata Su-
pit.

Walau demikian,
temuan tersebut tidak
mempengaruhi  opini
BPK dalam memberi-
kan predikat WTP kepa-
da Pemprov DKI Jakar-
ta. BPK meminta Pem-
prov DKI menindaklan-
juti temuan tersebut ter-
hitung selama 60 hari
setelah laporan terse-
but diberikan. (*/ifn)



